MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BARANG PRIBADI PENUMPANG, BARANG AWAK SARANA PENGANGKUT,
BARANG PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 146/PMK.04/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

KEUANGAN

NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA

KELUAR

Nama Pemberitahu

Status Barang Ekspor :

Uraian Barang Ekspor

DIISI OLEH EKSPORTIR

El Pribadi Penumpang

E] Pelintas Batas

D Awak Sarana Pengangkut

Kiriman melalui

pos atau

perusahaan jasa titipan (PJT)

Nomor

Tan;

L

ggal

DIISI OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI

Perhitungan Nilai Pabean Ekspor

Nama Kantor
Kode Kantor

NO JENIS BARANG SATUAN JUMLAH INIEAL BA%? ERSEOR; NO HARGA EKSPOR NNE;}’;I‘IATI?AKNAGR JUMLAH BARANG NILAI PABEAN EKSPOR
1) (2) [€) “) (5)=(2) X(3) X (4]
II. Perhitungan Bea Keluar
Negara Tujuan No gllg's‘goﬁ‘:gigg ng‘é‘%’I‘Ki%RAN% TARIF BEA NILAI TUKAR BEA KELUAR YANG
DIKENAKAN *] ) KELUAR MATA UANG HARUS DIBAYAR
Tujuan Penggunaan [ ] pivakai sendiri [ ] Hadian
|:] Pameran D Lain-lain:
a.n. Kepala Kantor,
Pejabat Bea dan Cukai
NIP 2
............... . tanggal... *)  Nilai Pabean Ekspor yang dikenakan = Nilai Pabean Ekspor —Rp2.500.000,00 (Diisi dalam tarif adualorum)

tanda tangan

Pemberitahu

Bea Keluar yang harus dibayar
Jumlah Barang dikenakan
Bea Keluar yang harus dibayar

= Nilai Pabean Ekspor yang dikenakan x Tarif Bea Keluar

= Jumlah Barang Total - JBB {Diisi dalam hal tarif spesifik)

= Jumlah Barang yang dikenakan x Tarif Bea Keluar x Nilai Tukar Mata Uang
JBB = Jumlah barang yang dibebaskan (nilainya ekuivalen dengan Rp2.500.000,00) dan dihitung berdasarkan rumus:

JBB =

2.500.000 x Jumlah Barang Total

Nilai Pabean Ekspor

T
Salinan sesuai- dengan aﬁ‘h{lya
\

KEPALA BIRO’UMUM

e —"- p"

K‘TERIAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI




LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146 /PMK.04/2014 -

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA
KELUAR

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMULIR
SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA...(1)...
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ................ (2)...

‘SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK)

Nomor : SPPBK-................ (Ba).vereenennnnen.
Tanggal U (Bb)eeeririninenenn.
Kepada Yth.
Nama Eksportir CJE—— (4)eeennnnnnn
Alamat EJPS— ((5) T
Dengan ini diberitahukan bahwa perhitungan Bea Keluar atas Pemberitahuan Pabean Ekspor
Nomor Pendaftaran CR— (6a).......... Tanggal.......... (6b)..........
Eksportir R (7a).......... NPWP............. (7D).......... _
PPJK S (8a).......... NPWP............. (8b)eveennenn
DITETAPKAN : .
' KEKURANGAN/
URAIAN DIBERITAHUKAN DITETAPKAN KELEBIHAN

1. Jenis Barang | ........... 9a)ieeiiiiiieens | e, (9b)...........

2. Satuan Barang | .......... (10@)ceneeceees | e, (10Db)...........

3. Jumlah Barang | .......... (11a)eeeeeeeieees | e (11b)eeeeneenee | .. e (11c)eieieninenenns

4. Pos Tarif | ... (12a).cecevveeenc | e, (12b)...........

5. Tarif Bea Keluar | ......... (13a)cceieeinenes | e, (13b)........... . (13¢)eeucnnennnnen.

6. Harga Ekspor | .......... (14a)..ccccvevees | veeneennnen, (B o) P P (14C).cenennnnn..n.

7. Nilai Tukar Mata

e e (15a)eeeeeinnes | e, (15b)...........

sehingga menyebabkan kekurangan/kelebihan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi
administrasi berupa denda, dengan perhitungan sebagai berikut:

KEKURANGAN/ .
URAIAN DIBERITAHUKAN DITETA?KAN KELEBIHAN o
1. BeaKeluar = | ............. (16a)..ccceevenes | teennnnen. (16b)......... B | | P (16€).ucuencnnn.n.
2. Sanksi ' .
administrasi | | e (17@)ceeireies | i, (17D)eeennennes
Alasan penetapan: .......c.cociiiiiiiiiiiiiii (18 et

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan
pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal .......... (19)....... dan bukti pelunasan agar
disampaikan kepada Kepala Kantor ............... (20)..ceiiinenenes

Apabila tagihan tidak dilunasi dan tidak diajukan keberatan sampai dengan tanggal
......... (21)....... dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan
pembayaran bea keluar dan sanksi administrasi berupa denda untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan
pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-0
Keberatan atas penetapan ini hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur
Jenderal Bea dan Cukai melalui ........ (22)......... sesuai dengan ketentuan tentang keberatan, paling

lambat pada tanggal ........ (23)...iinnse

Pejabat Bea dan Cukai,

SPPBK ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Eksportir;

- Rangkap ke-2 untuk Kepala Kantor;

- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai.

*) dalam hal terdiri dari lebih satu jenis barang, pengisian dilakukan pada lampiran



No. (1)

No. (2)

No. (3a)

No. (3b)

No. (4)

No. (5)

No. (6a) dan (6b)
No. (7a) dan (7b)
No. (8a) dan (8b)
No. (9a) dan (9b)
No. (10a) dan (10b)
No. (11a), (11b),
dan (11c¢)

No. (12a) dan (12b)
No. (13a), (13b),
dan (13c¢)

No. (14a), (14Db),
dan (14c¢)

No. (15a) dan (15b)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK iINDONESIA

Syt
PETUNJUK PENGISIAN

. Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan

alamat Kantor Pelayanan Utama.

- Diisi nama kantor, tipe dan alamat Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai
Misal: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean C Jayapura”.

Tidak perlu -diisi dalam hal butir (1) adalah Kantor Pelayanan
Utama.

: Diisi nomor surat dan kode Kantor Pabean penerbit surat

penetapan.

: Diisi tanggal penerbitan surat penetapan.

: Diisi nama eksportir.

: Diisi alamat eksportir.

: Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean

ekspor.

: Diisi nama dan NPWP eksportir.
: Diisi nama dan NPWP PPJK.

"

Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK.

: Diisi jenis barang yang diberitahukan eksportir dan yang

ditetapkan pejabat bea dan cukai.

: Diisi satuan barang yang diberitahukan eksportir dan yang

ditetapkan pejabat bea dan cukai.

: Diisi jumlah barang yang diberitahukan eksportir dan yang

ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/keleblhan
jumlah barang.

: Diisi pos tarif yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan

pejabat bea dan cukai.

: Diisi tarif bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang

ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/keleblhan
tarif bea keluar.

: Diisi harga ekspor yang diberitahukan eksportir dan yang

ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/keleblhan
harga ekspor.

: Diisi nilai tukar mata uang yang diberitahukan eksportir dan yang

ditetapkan pejabat bea dan cukai.

Apabila jenis barang lebih dari satu, angka 9a s.d. 15b diisi “lihat lampiran®,
untuk masing-masing jenis barang dituangkan dalam lampiran SPPBK.

No. (16a), (16Db),
dan (16¢)

No. (17a) dan (17b)

. Diisi bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan

pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan bea keluar.

: Diisi sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat

bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda.

77



No. (18)
No. (19), (21),
dan (23)

No. (20) dan (22)

No. (24) dan (25)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4 -

: Diisi dasar penetapan secara ringkas dan jelas.

Misal:

e untuk tarif bea keluar :
tarif bea keluar berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor ..........oceevvvvviviininiinennn,

e untuk harga ekspor : \

harga ekspor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor ...... S 38

: Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu 60 (enam puluh) hari

sejak tanggal pada No. (3b), dengan ketentuan tanggal penetapan
dihitung sebagai hari pertama.

Misal: tanggal SPPBK adalah 20 Juni 2013, maka tanggal jatuh
tempo SPPBK adalah tanggal 18 Agustus 2013.

: Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan.

: Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang

menerbitkan surat penetapan beserta NIP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-
CONTOH FORMULIR

LAMPIRAN SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK)

LAMPIRAN SPPBK

Nomor :SPPBK-............ (1)eeeniniieane,
Tanggal : ....cocovvviiiininninen. (V2] T
Nomor Pendaftaran PEB  : .............. (Ba)eeeenennnen. Tanggal .............. ((51) VTR
Eksportir (4a).cccuenn.... NPWEP e, (4D).eeiiiiininnns
PPJK . (5a)cenienennnen. NPWP ................ (BB)euveeiiiinnns
EKURANGA
URAIAN DIBERITAHUKAN DITETAPKAN KKEIIJ,EB?IEU\? /
..(6).. | Pos No. : ...(7)...
1. Jenis Barang | ....cooeenn (8a)ueeueeees | ceenininnnns (8b)........
2. Satuan Barang | .............. (9a).eueeeens | e (9b)........
3. Jumlah Barang | .............. (10@).ccuee | veennennen. (10D)eeuee | oo, (10¢)cucunnnnnnne.
4. Pos Tarif | ... (11a).cecees ) oeenenennnns (11b)......
5. Tarif Bea Keluar | .............. (12a)..cccee | vevnenennnns (12D) e | e, (12¢).eeenenenenene.
6. Harga Ekspor [ ..ccorennen. (13a)eceeee | cevenennnnn (13D)cevee | e, (13c]eeniinennnnen.
7. Nilai Tukar Mata | .............. (14a).cccce | cevennennnn. (14b)......
Uang
8. Bea Keluar | .............. (15a)..cceee | veenenennns (18D)ueeees | i (15¢)..ceuenenennne.
9. Sanksi | | (16@)..ccc. | covvniniinininnnn, (16b)...ccuennnnenn.
Administrasi
Alasan Penetapan :..........cccoociiiiiiiiiiniiinn, (L F7) 15 T 101 ToT Tttt T 8 T ST » ST e el
..(6).. | Pos No. : ...(7)...
1. Jenis Barang | .............. (8a)eeeeeees | veiiennnnn, (8b)........
2. Satuan Barang  |.............. 9a)ceeeees | ceeineennenn (9b)........
3. Jumlah Barang | .............. (10a)...ccce | veenenennnns (10D) e | e, (10¢)..cvnnnnenene.
4. Pos Tarif | ... (11a)eeeeee | ceneenennen. (11Db)......
5. Tarif Bea Keluar | .............. (12a).cccee | verneennnnn, (52] o) U R (12¢)eneuennennnn.n.
6. Harga Ekspor | .............. (13a)ceeee | ceeennennnn. (13D) e | v, (13¢)uencnnennnnen.
7. Nilai Tukar Mata | .............. (14a)cccceee | covernennnn. (14b)......
Uang
8. Bea Keluar | ............. (15a)..cecee | verennnnnnn (1Sb)cevee | v, (15¢).ucucnnenennen.
9. Ssanksi |  |.... (16@)..cccc | oveiiiiiiiinns (16b)...ceuennnennnn
Administrasi '
Alasan Penetapan @ .........c..cccooiiiiiiiiiiiiiniiiee (L7) e
-(6).. | dan seterusnya. )
1. Jumlah Bea Keluar = | «=oeeeeeeeeees (18a)....... | vevnnnen. (18b) ....................... (180) ..................
2 Jumlah Sanksi | | e (19a)....ccc | verieniininnnss (19D)ceesieiiinnnnnns

Administrasi

Pejabat Bea dan Cukai




No. (1)
No. (2)
No. (3a) dan (3b)

No. (4a) dan (4b)
No. (5a) dan (Sb)_‘

No. (6)

No. (7)

No. (8a) dan (8b)
No. (9a) dan (9Db)
No. (10a), (10b),
dan (10c¢)

No. (11a) dan (11b)
No. (12a), (12b),

dan (12¢)

No. (13a), (13b),
dan (13¢)
No. (14a) dan (14b)

No. (15a), (15b),
dan (15¢)

No. (16a) dan (16b)

No. (17)

No. (18a), (18b),
dan (18¢)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6 -
PETUNJUK PENGISIAN

. Diisi nomor surat dan kode kantor penerbit surat penetapan.
. Diisi tanggal penerbitan surat penetapan.
: Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean

ekspor.

: Diisi nama dan NPWP eksportir.
: Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor

menggunakan PPJK.

: Diisi nomor urut.
: Diisi nomor pos pada pemberitahuan pabean ekspor.
. Diisi jenis barang yang diberitahukan eksportir dan ditetapkan

pejabat bea dan cukai.

. Diisi satuan barang yang diberitahukan eksportir dan ditetapkan

pejabat bea dan cukai.

: Diisi jumlah barang yang diberitahukan eksportir dan yang

ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan
jumlah barang.

: Diisi pos tarif yang diberitahukan eksportlr dan yang dltetapkan

pejabat bea dan cukai.

: Diisi tarif bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang

ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan
tarif bea keluar.

: Diisi harga ekspor yang diberitahukan eksportir dan yang

ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan
harga ekspor.

: Diisi nilai tukar mata uang yang diberitahukan eksportir dan yang

ditetapkan pejabat bea dan cukai.

: Diisi bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan

pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan bea keluar.

: Diisi sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat

bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda.

: Diisi dasar penetapan secara ringkas dan jelas.

Misal:
e untuk tarif bea keluar

tarif bea keluar berdasarkan ~Surat Keputusan Menteri
Keuangan NOMOT ..........c..ceevveinivneinnnnnnn. b

e untuk harga ekspor

harga ekspor berdasarkan Surat Keputusan Menter1 Keuangan
NOomoOr .....ocovvviiiiiiiiiee,

. Diisi total jumlah bea keluar yang diberitahukan dan yang

ditetapkan serta kekurangan/kelebihan bea keluar.

/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ST
No. (19a) dan (19b) : Diisi total jumlah sanksi administrasi berupa denda yang
ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi

administrasi berupa denda.

No. (20) dan (21) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang
menerbitkan surat penetapan, beserta NIP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM-.._
3 WMt R e re S

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

P}

GIARTO . \ )

NIP 195904201984021001,




LAMPIRAN 111

;g}:df\ggRAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG146/PMK 04/2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA
KELUAR

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMULIR
SURAT PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPKPBK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR ISPKPBK]

Nomor * SPKPBK-.............. (V271
Tanggal e (2D)eeiiiiinn,
Kepada Yth.
Nama Eksportir S (B)eeenenenne
Alamat -SRI 4)eenennenn.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor Pasal 12 dan sesuai dengan

........... (5).-eseeeene.. nomor ...........(6)....... tanggal .......(7)....., ditetapkan kembali perhitungan bea
keluar atas Pemberitahuan Pabean Ekspor

Nomor Pendaftaran CR— (8a).......... Tanggal.......... (8b)urerrennnns

Eksportir J— (9a).......... NPWP............. (51 5) RURRIRII

PPJK SR (10a).......... NPWP............. (10b)..........

sehingga mengakibatkan kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi
administrasi berupa denda dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN KEKURANGAN (Rp) KELEBIHAN (Rp)
1. BeaKeluar | .l (11a)eeeieeeeeeees (11b)...........
2. Sanksi administrasi | 0 ... (12).eenininnnnenn.
3. Jumlah | . (13a)...ccceveeeee ] (13b)...........

Atas penetapan kembali bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dalam hal:
1. Terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut

pada tanggal ............. (14)........... dan bukti pelunasan disampaikan kepada Kepala Kantor
............. (15)eenininininnanen.
Apabila tagihan tidak dilunasi sampai dengan tanggal ........... (16)..evenennens , Saudara dikenakan

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea keluar
dan saksi administrasi berupa denda untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian
bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.

2. Terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ey

Apabila Saudara berkeberatan atas penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding
kepada Pengadilan Pajak paling lambat tanggal ........ (17)........

............ (18)..........
............. (19).ceevnenenn.
NIP ....... (20)..ceenenene.

SPKPBK ini dibuat rangkap 4 (empat):

- Rangkap ke-1 untuk Direktur Jenderal.

- Rangkap ke-2 untuk Direktur ............. (21).enneneene.

- Rangkap ke-3 untuk Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama ....... (22).........

Rangkap ke-4 untuk Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan ................. (23)......... /



No.

No.

No.

(1)

. (2a) dan (2b)
- (3)

- (4)

- (9)

- (6)

- (7)

. (8a) dan (8b)

. (9a) dan (9b)

. (10a) dan (10b)
.(11a) dan (11b)
. (12)

. (13a) dan (13b)
. (14), (16), dan (17) :

. (15)

(18) dan (21)
(19) dan (20)

(22)

. (23)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-0
PETUNJUK PENGISIAN

: Diisi nama unit kerja yang menerbitkan surat penetapan.

Contoh: - Direktorat ...........cocovviiiiiiiiiiiinininnn.
- Kantor Wilayah ..........cooeviiiinniiininnnn.
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan .......
- Kantor Wilayah ........c.oooooiiiiiiiinn
- Kantor Pelayanan Utama .......................

: Diisi nomor, kode kantor penerbit SPKPBK dan tanggal surat.
: Diisi nama eksportir.

: Diisi alamat eksportir.

: Diisi dokumen dasar penetapan.

Misal: Laporan Hasil Audit (LHA)

: Diisi nomor dokumen dasar penetapan pada angka (5).

: Diisi tanggal dokumen dasar penetapan pada angka (5).

: Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
. Diisi nama dan NPWP eksportir.

: Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor

menggunakan PPJK.

: Diisi jumlah kekurangan dan kelebihan bea keluar.
: Diisi jumlah kekurangan sanksi administrasi berupa denda.
: Diisi jumlah kekurangan dan kelebihan tagihan.

Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu 60 (enam puluh) hari

sejak tanggal pada No. (2b), dengan ketentuan tanggal penetapan

dihitung sebagai hari pertama.

Misal : tanggal SPKPBK adalah 20 Juni 2013, maka tanggal jatuh
tempo SPKPBK adalah tanggal 18 Agustus 2013.

Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan

kewajiban pabean.

Diisi nama jabatan yang menerbitkan surat penetapan.

Misal: Direktur Audit

Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang

menerbitkan surat penetapan beserta NIP.

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai atau nama Kantor Pelayanan

Utama tempat pemenuhan kewajiban pabean.

Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

tempat pemenuhan kewajiban pabean, dalam hal tempat

pemenuhan kewajiban pabean adalah Kantor Pelayanan Utama

butir ini tidak perlu diisi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya MUHAMAD CHATIB BASRI

KEPALA BIRO UMUM :
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LAMPIRAN IV

EERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
OMOR 146 PMK.

TENTANG / 04/2014 '
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA

KELUAR

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

‘ CONTOH FORMAT
SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

KOP SURAT ORANG YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

Nomor R e (2).eienenns , tanggal.....(3)......
Lampiran : .............. (G PO :
Hal - : Keberatan Atas Penetapan Perhitungan Bea Keluar

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nama LTy Yy Rt St ST, (7)o
Jabatan S (B) e
Nama Perusahaan : .........c.cocooiiiiiiiiiiiiiiiiiin, (9) e n i
Alamat Perusahaan : .............c.ccoiiviiiiiiiiicc )
Alamat Email S JS 1 T S
NPWP Perusahaan : ............cccccoeeivuiiiiiiiiieeeeaaeeeeeeeeninnnn, (12)nnnn.. TP URPPPUPPRPIN

dengan ini mengajukan keberatan atas penetapan perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud
pada:

- SPPBK :Nomor.....c.coevenenenn.n. (13) e, tanggal ................. (14) e,
- Tentang : Penetapan Perhitungan Bea Keluar

yang mengakibatkan:

a. kami diwajibkan untuk membayar Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda

sejumlah Rp............ (19).evininennennn. (corrremenennnnen (16)eeeniiniiiiiiiiininenes ). *)
D (L7) e
Permohonan keberatan ini kami ajukan dengan alasan
..................................................................... (L8 ettt e

Sebagai persyaratan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan:

a. Fotokopi bukti penerimaan jaminan/bukti pelunasan tagihan ;
b. Fotokopi SPPBK;
c. Data pendukung lainnya berupa: .................. (19)eninenenen..

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

Materai
Rp 6.000,00

....... (20)ceeinennenn.
Tembusan:
1. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
2. Kepala Kantor Wilayah ..........cc...oeee. (1)

*)  tidak diperlukan dalam hal tidak terdapat kekurangan pembayaran
**) bila tempat tidak mencukupi dapat dipergunakan lembar lain
***) diisi bila ada /



No.
- (9)

No.

No.

No.

(1) s.d. (4)

(6)

(7)

8)

. (9) s.d. (12)
. (13)
. (14)
. (15)

. (16)

. (17)

. (18)

. (19)

. (20)
L (21)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

I
PETUNJUK PENGISIAN

Cukup jelas.

Diisi nama jabatan (Direktur Penerimaan dan Peraturan
Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai ..., atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai ...).

Diisi nama jabatan serta alamat Kantor Pabean tempat pengajuan
keberatan.

Misal: Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean B Dumai, Jalan .............

Diisi nama orang pribadi, sebagai wakil eksportir yang
menandatangani surat pengajuan keberatan.

Diisi nama jabatan orang pribadi yang menandatangani surat
pengajuan keberatan.

Cukup jelas.
Diisi nomor surat penetapan pejabat bea dan cukai.
Diisi tanggal surat penetapan pejabat bea dan cukai.

Diisi jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi
administrasi berupa denda (dalam angka).

Diisi jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi
administrasi berupa denda (dalam huruf).

Diisi dengan konsekuensi atas penetapan pejabat nomor (13),
dalam hal tidak terjadi kekurangan pembayaran bea keluar
dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

Diisi alasan pengajuan keberatan dengan jelas dan lengkap yang
dapat mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan.
Bila ruang yang disediakan tidak cukup, dapat digunakan lembar
lain.

Diisi data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai
dasar argumentasi penjelasan No. (18).

Diisi nama dan tanda tangan sesuai dengan No. (7).

Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang membawahi Kantor Pabean tempat keberatan diajukan. Tidak
perlu diisi dalam hal keberatan diajukan di Kantor Pelayanan
Utama.

Salinan sesu{ﬁf_‘j“
KEPALA B

GIARTOY, .
NIP 195 0242\91:9"85

Fr
/7

£ ufB

KEPALA BAGHAN T

/IR0 UM

4021061

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI
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U. KEMENTERIAN
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LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Ni
NOMOR  146/PMK.04/2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA
KELUAR

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

; CONTOH FORMAT
SURAT PENERUSAN KEBERATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA...(1)...

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN................ 2)...
Nomor P G ) 4)....... , tanggal...... 5)......
Lampiran : ......coeeenees () AT
Hal : Keberatan Atas Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)
oleh.......... (7)eeenennnnnn.

Bersama ini diteruskan surat pengajuan keberatan yang diajukan oleh
.................. (9)........evven...., sehubungan dengan adanya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar
(SPPBK) Nomor............ (10).eeeneenene.n. tanggal ......... (11).......... tentang Penetapan Perhitungan Bea
Keluar yang mewajibkan eksportir dimaksud membayar bea keluar dan/atau sanksi administrasi
berupa denda sebesar Rp. ............ (12).eeenennnes (vereenees (13)......... ). Surat pengajuan keberatan kami
terima dengan lengkap pada tanggal ......... vee(14) e

Sebagai kelengkapan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Pengajuan Keberatan yang bersangkutan;

2. Bukti penyerahan jaminan;

3. Fotokopi SPPBK;

4. Data pendukung lainnya berupa: ......... (15)..........

Demikian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti.

............... (16).ceceenenene.
............... (17)eeennnes
NIP ......... (18)eeeenennnnnnn

Tembusan:

e e (19)eeeeeeeeeeee,

2. Pihak yang mengajukan keberatan



No.

No.
No.
No.
No.

No.

No.

(1)

- (2)

. (3) s.d. (6)
(7)
- (8)

9

(10)
(11)
(12)

(13)

(14)

. (15)

. (16)

. (17) dan (18)
. (19)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-0
PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan
alamat Kantor Pelayanan Utama.

Diisi nama kantor dan tipe serta alamat Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai.

Misal: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura”.
Tidak perlu diisi dalam hal butir (1) adalah Kantor Pelayanan
Utama.

Cukup jelas.
Diisi nama eksportir yang mengajukan keberatan.

Diisi nama jabatan yang menangani/memutuskan keberatan.
Misal: Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai.

Diisi nama eksportir yang mengajukan keberatan.
Diisi nomor surat penetapan pejabat bea dan cukai.
Diisi tanggal surat penetapan pejabat bea dan cukai.

Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/atau
sanksi administrasi berupa denda (dalam angka).

Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/atau
sanksi administrasi berupa denda (dalam huruf).

Diisi tanggal pada saat berkas persyaratan pengajuan keberatan
diterima dengan lengkap.

Diisi data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai
dasar argumentasi penjelasan.

Diisi “Kepala Kantor” atau nama jabatan pejabat bea dan cukai yang
diberi wewenang.

Cukup jelas.

Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor
Pabean tempat keberatan diajukan. Tidak perlu diisi jika yang
meneruskan keberatan adalah pejabat bea dan cukai di Kantor
Pelayanan Utama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan Sesuai:"ﬁéﬁfg‘@in\_gslinya

i

KEPALA BIRO-UMUN ),
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LAMPIRAN VI

NOMOR 146/PMK.04/2014

TENTANG

KELUAR
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN

KOP SURAT ORANG YANG MENGAJUKAN PENGEMBALIAN

Nomor e (0 (2).ennnns , tanggal.....(3)........
Lampiran : .............. ()i

Hal : Permohonan Pengembalian ........ ()

Yth. Kepala Kantor .......... 6).......

di e (7).

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (B et
Jabatan (9) e
Nama Perusahaan = ... (10) e
Alamat Perusahaan PO U (L L)
Alamat Email = (1)
NPWP Perusahaan ... (18]

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian bea keluar dan/atau sanksi administrasi
berupa denda sehubungan dengan ekspor barang berupa :

Nama Barang = .. (1)
Jumlah (15) e
PEB Nomor .............. (16a)..ccveveneeicnnnnnn. tanggal ................. (16D)..ceiiiiiiiiins
dengan perincian sebagai berikut:
URAIAN SUDAH DIBAYAR SEHARUSNYA DIBAYAR KELEBIHAN BAYAR
| Bea Keluar RD oo (178) rerrrrn, Rp ... (D) R oo (17C)rererrrnnnn
Sanksi Administrasi Rp......... (18a)...cccuvnnnnee Rp ......... (18b).ceuieienenne. Rp......... (18¢)ucuieinninnns
JUMLAI RP coveoeee(19@). 0o | Rp e, (19b).cveee... Rp veeenn (19C)..eiinnnn..

dengan alasan:

1. PEB : Nomor ............... (21a)..ccceennenn. tanggal ....... (21D)...... (beserta lampirannya)
2. Bukti Pembayaran : Nomor ............... (22a)..ceeininnnn. tanggal ....... (22b)........ '

3. SPPBK : Nomor ............... (23a).ceeiennnnn. tanggal ....... (23b)........

A, (24). i dst

Mohon pengembalian sebagaimana tersebut di atas, dapat kami terima mclalui rekening
kami pada:

Bank e (25). i
Cabang D s (26) i
Nomor Rekening . (27

Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

Materai
Rp 6.000,00

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB},IK INDONESIA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-0 -
PETUNJUK PENGISIAN

No. (1) s.d. (4) Cukup jelas.

No. (5) Diisi dengan pengembalian yang diajukan (bea keluar dan/atau
sanksi administrasi berupa denda).

No. (6) dan (7) Diisi nama dan alamat Kantor Pabean tempat penyelesaian
kewajiban pabcan

No. (8) Diisi nama orang pribadi, scbagai wakil cksportir yang
mcnandatangani surat pengajuan pengembalian.

No. (9) Diisi nama jabatan orang pribadi, yang mcnandatangani surat
pengajuan pengembalian.

No. (10) s.d. (13) Cukup jelas.

No. (14) dan (15) Diisi uraian dan jumlah barang yang diajukan pengembalian
scsuai dengan yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean
ckspor.

No. (16a) dan (16b) : Diisi nomor dan tanggal pemberitahuan pabean eckspor.

No. (17a), (17b) dan : Diisi jumlah bea keluar yang sudah dibayar, scharusnya dibayar
(17¢) dan kelebihan bayar.

No. (18a), (18b) dan : Diisi jumlah sanksi administrasi berupa denda yang sudah

(18¢) dibayar, scharusnya dibayar dan kelebihan bayar.

No. (19a), (19b) dan : Diisi jumlah total bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa

(19¢) denda yang sudah dibayar, scharusnya dibayar dan kelebihan
bayar.

No. (20) . Diisi alasan pengajuan pengembalian dengan jelas dan lengkap

yang dapat mendukung pendapat pihak yang mengajukan
pengembalian. Bila ruang yang discdiakan tidak cukup, dapat
digunakan lembar lain.

No. (21a) dan (21b) Cukup jelas.
No. (22a) dan (22b) Diisi nomor dan tanggal bukti pembayaran bea keluar dan/atau
sanksi administrasi berupa denda.
No. (23a) dan (23b) Cukup jelas.
No. (24) Diisi bahan pertimbangan lainnya (bila ada)
No. (25), (26) dan Cukup jelas.
(27)
No. 28 Diisi nama dan tanda tangan sesuai dengan No. (8)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
Salinan sesuar-‘&ﬁgau\ashnya
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG146/PMK 04/2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA
KELUAR ;

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONIZSIA

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGEMBALIAN BEA KELUAR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ............. (1) e,
TENTANG
PENGEMBALIAN ......cooiiviiiiiieeieeenl (2) e
ATAS BARANG YANG DIEKSPOR OLEH ..................... ()i,

Membaca . bahwa ................. @), Nomor: ............. (5) PP tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 ,Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea
Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4886);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang
Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor ...... /PMK.04/2013;

MEMUTUSKAN: | 1
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN
.................................... (2) e, ATAS BARANG YANG
DIEKSPOR OLEH .........ccceeennn. () PP e
PERTAMA - Pengembalian atas ............... (2)eeeiinnn. sejumlah Rp ............ (7).
(oo, (B)eeiiiiiiiinnes ), diberikan kepada
Nama 0 60000000000M9000000C (B) e
NPWP S () P
Alamat S (1O)eeeiiiin .
KEDUA :  Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibcrikan
sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor: ............ ()
tanggal ................ (12)eeeeiiniiins dengan alasan ................ (13).eeenennennn,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-0 -

KETIGA ! -+ Keputusan Mecnteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ..... (14)......

Kepala Kantor Pabean........ (15).........: dan

I

Yang bersarnigkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di ............. (16).eveenenennn...
pada tanggal .............. (17)eeiiienes
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.................... (18)ieiiiiiiinnsy
..................... (19)eiiiiiinnn,
NIP ..o, (20).cceiiiniin.



No.

No.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3-
PETUNJUK PENGISIAN

: Diisi nomor surat keputusan.

. Diisi jenis pencrimaan negara yang dimintakan pengembaliannya.

: Diisi nama cksportir.

¢ Diisi jenis dokumen yang dijadikan dasar untulk dilakukan pengembalian.

Misal : Salinan Putusan Pengadilan Pajak, Salinan Penetapan Pengadilan
Pajak, Keputusan Keberatan, atau surat permohonan pengembalian.

. Diisi nomor dokumen scbagaimana discbut pada nomor (4).

: Diisi tanggal dokumen sebagaimana discbut pada nomor (4).

: Diisi besarnya jumlah pengembalian yang diberikan (dalam angka).
: Diisi besarnya jumlah pengembalian yang diberikan (dalam huruf).
: Diisi NPWP eksportir.

: Diisi alamat cksportir.

: Diisi nomor pendaftaran pembeceritahuan pabean ekspor.

: Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.

: Diisi alasan pengembalian.

: Diisi nama KPPN mitra kerja Kantor Pabean.

: Diisi nama kota tempat Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri

Keuangan mengenai pengembalian Bea Keluar.

: Diisi nama kota tempat Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri

Kcuangan mengenai pengembalian Bea Keluar.

: Diisi tanggal penetapan
: Diisi “Kepala Kantor” atau Pcjabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas

nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pengembalian Bea Keluar.

: Diisi nama dan tanda tangan “Kepala Kantor” atau Pejabat Bea dan Cukai yang

diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan Keputusan
Menteri Keuangan mengenai pengembalian Bea Keluar.

: Diisi NIP “Kepala Kantor” atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang

atas nama Menteri Kcuangan untuk mencrbitkan Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pengembalian Bea Keluar.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai d_(-m_ggn aslinya
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN -‘REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/PMK.04/2014 - -

TENTANG

PERUBAHAN ATAS .PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA
KELUAR

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

f ' CONTOH FORMAT
SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI BEA KELUAR DAN/ATAU SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA DENDA

(SPMKBK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ................ (1)
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ..., (2)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI BEA KELUAR
DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

(SPMKBK)
Nomor S PP (3) Tahun Anggaran @ .....cccoceviiiiiiiiiiiiiiianans (4)
Nomor SKPBK @ ... (5) Tanggal SKPBK e ol e le s e e e e e e lole e e o e e e (6)

BA, Eselon, Kode Satker (7) D:J I:EI | ‘ | I | | |

KPPN e R OO OO PO Oe (9)

Untuk membayar pengembalian ......... (1).... .. .. Pada akun pengembalian pendapatan bea keluar:

LD LD Ll any e, (12) Tahun ......o.ocoooveveren.. (13) kepada:
Nama N (14)
Alamat S TP T (15)
NEWP et e e e e ryoee
Pemilik Rekening pada Bamk ... (17)
Nomor ReKeNING 1 .. o e e e e (18)
Sejumlah TR D .(19)
(et et (20))

X
..................... ,tanggal ......................(21)
a.n. MENTERI KEUANGAN

........................................................ L(22)
......................................................... (23)
NIP oo (24)

Catatan:
*)  Dicetak sesuai peruntukkannya
**) Rangkap ke-2 s.d. ke-4 tidak berlaku sebagai dokumen pembayaran

SPMKBK ini dibuat rangkap 4 (empat):

- Rangkap ke-1 untuk KPPN

- Rangkap ke-2 untuk KPPN*¥)

- Rangkap ke-3 untuk Pihak yang berhak
- Rangkap ke-4 untuk Kantor Pabean**)



o s
TR

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2 -
‘ PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR | URAIAN ISIAN

Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat kantor

1 Pelayanan Utama.
Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
2 Misal -. : Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean C Jayapura.
Tidak perlu diisi dalam hal angka 1 adalah kantor Pelayanan Utama.
3 Diisi Nomor SPMKBK yang diterbitkan.
4 Diisi Tahun Anggaran SPMKBK yang diterbitkan.
5 Diisi Nomor SPKPBK.
6 Diisi Tanggal SPKPBK.
Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I,
dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (Kantor Pabean yang bersangkutan).
7 Contoh : KPPBC Tipe A4 Jayapura dengan kode kantor 120600, maka kolom
yang bersangkutan akan terisi sebagai berikut: '
1 ) 0 S) 1 2 0 6 0 0

Diisi dengan uraian KPPBC yang bersangkutan.

8 Misal : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean C Jayapura.

Diisi dengan kode KPPN diikuti dengan uraian KPPN Pembayar.

KPPN O | © 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura

10 Diisi jenis penerimaan yang dimintakan pembayaran pengembaliannya.

Diisi 6 (enam) digit kode akun pengembalian pendapatan bea keluar
11 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar,
sesuai dengan jenis pendapatan bea cukai yang dikembalikan.

Diisi uraian kode akun pengembalian pendapatan bea keluar berdasarkan
12 Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar, sesuai dengan
jenis pendapatan bea cukai yang dikembalikan.

13 Diisi dengan tahun SPMKBK yang bersangkutan.
14 Diisi dengan nama pihak yang berhak. '

15 Diisi dengan alamat pihak yang berhak.

16 Diisi dengan kode NPWP pihak yang berhak.

Diisi nama bank yang ditunjuk oleh pihak yang berhak untuk menampung

LY pemindahbukuan dan SPMKBK.

18 Diisi dengan nomor rekening bank pihak yang berhak.

19 Diisi dengan angka Rupiah uang yang dikembalikan.

20 Diisi dengan huruf jumlah uang yang dikembalikan

21 Diisi cap KPPN “Telah diterbitkan SP2D Tanggal ........ Nomor: ...... ‘...”, dan paraf

Kepala Seksi Bendum KPPN yang bersangkutan.
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Diisi “Kepala Kantor” atau nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi
22 wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKBK.
23 Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas
i nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKBK
04 Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri

Keuangan untuk menerbitkan SPMKBK.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIR



	146~PMK.04~2014Per
	img-717110137

